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W USUT... keduanya tidak tergolong aktor  Menurut Abdullah, semuapihak ~ balianitu tidakbisamenghapuskan
Sambungan dari hal 1 intelektual. Irman dan Sugiharto  yang; dlsemam dakwaanme-  unsur pidananya,” terang dia.
A juga tak begitu banyak menikmati  nikmati aliran danae-KTPharus  Yang disampaikan Abdullah
Sebab, lembaga antirasuahitu  aliran dana dari megaproyek diproseshukum. Sekalipunmereka memangsepertiyang terjadi pada
dikatakan sudah menyebutaliran ~ e-KTP. Ada sejumlah pihakyang  telahmengembalikanuangyang penanganan perkara di KPK sela-
danaharam megaproyekitudalam memegang posisi penting di  diterima. ”Sebab, hal tersebut  ma ini. Dalam beberapa kasus,
_ dakwaan Irman dan Sugiharto. lembaga legislatif dan eksekutif ~ sudah jelas diatur dalam Undang-  pihak yang menikmati aliran dana
Kiniti apakah KomisiPem- yang mendapatkanalirandana Undang (UU) Tipikor, ujarnya.  haram kasus korupsi tetap dipi-
iberantasanl(orupsx (KPK)berani  besar dari proyek tersebut. Abdullah menjelaskan, dalam  dana. Salah satu kasus yang belum
%memptoses para penerimarasuah Mantan penasihat KPKAbdullah  pasal 12C UU Tipikor disebutkan, lama terjadi adalah suap yang
tersebut sebagai tersangka. Meski Hehamahua mengingatkan KPK  penerima gratifikasi harus melapor dilakukan Gatot Pujo Nugroho
banyak di antara mereka yang agar memproses semua pihak keKPKdalamjangkawaktu30hari  (saatitugubernur Sumatera Utara/
pejabat tinggi. - yangterlibat dalam perkarae-KTP.  setelah penerimaan. Jika lewat Sumut) kepada sejumlah anggota
Irman dan Sugiharto merupakan - "KPK danpengadilan harusdika-  dari masa itu, apalagi pengem- DPRD setempat.
mantan pejabat di Ditjen Kepen-  wal untuk menegakkan adagium  baliannya ketika terjadi penyeli-  Ketikaperbuatan Gatotterungkap
dudukandanPencatatanSmﬂKe— - dalam duniahukum, yaknibiarla-  dikan dan penyidikan, haltersebut ~KPK, sejumlah anggota DPRD
mendagri. Jika melihat isi dak-  ngit runtuh, hukum harus dite- sudah masuk kategorisuap.”"Harus ~ Sumut ramai-ramai mengem-
waan yang telah beredar 1uas, gaklan,’ tegaspnaasalMalukuxtu diproses hukum Sebab, pengem- balikan uang yang pernah diterima
dari Gatot. Tapi, satu persatuang-  yang berkekuatan hukum tetdp. -dianggarkan secara multiyear.
gota DPRD Sumut akhirnyatetap ~ Kalau uangitu dimaksudkan Salah satu nama yang ada dalam
diproses sebagai penerimasuap.  tukmemuluskan e-KTP, berartib surat dakwaan yang bocor ter-
Termasukmerekayangtelah ber-  dijerat pasal suap, imbuhnya. sebut adalah Ketua DPR Setya
status mantan anggota DPRD. KPK menerima pengerhbalian  Novanto. Ketua umum Partai
Koordinator Divisi Hukum uangRp 250 miliar darikonsorsium ~ Golkar itukemarin menyangkal
Indonesia CorruptionWatch(ICW) ~ sejumlah perusahaan dan 14  keterlibatannya dalam dugaan

Tama S. Langkun mengungkapkan
hal serupa. Dia meminta KPK
dan perangkat hukum lainnya

| berfokus pada tugas masing-ma-
 sing, "Hambatan politik bukan se-
- Suaﬁ.tyang perludikhawatirkan.”

Menurut Tama, saat ini publik
sudah cerdas untuk menilai mana
yang benar dan salah. "Kalau
politik urusannya menang kalah,
kalau soal pembuktian itu soal
benar dan salah,” terangnya.

ICW berjanji mengawal KPK agar
berani menindaklanjuti nama-
nama yang terseret dalam kasus
e-KTP. Termasuk mereka yang
sudah mengembalikan uang suap.
"Selebihnya, kita tunggu putusan

orang yang mayoritas anggota
Komisi Il DPR periode 2009-2014.
Sayang, nama-nama itu masuh
dirahasiakan KPK.

Selain KPK, ICW mengmgatkan
publik agarjuga ikut mengawasi
hakim yang menyidangkan
perkara tersebut. Sidang kasus
itu akan dipimpin lima hakim
tipikor senior, yakni John Halasan
Butar-Butar (ketua), Fran'kl
Tambuwun, Emilia DjajaSul

korupsi tersebut. Ketika kasus
itu terjadi, pria yang akrab disapa
Setnov tersebut menjabat ketua
Fraksi Partai Golkar.
Dikonfirmasi terkait beredamya ;
dakwaan, KPK masih menutup
diri. "Kami belum tahu drafyang
beredar benar atau tidak. Yang
pasti, proses di KPK pasca pelim-
pahan ke PN (pengadilan negeri)
sudah kami serahkan. Ada dak-
waan dan berkas perkara untuk

Ansyori, dan Anwar. | dua orang tersangkayangakanmen-
Sejak kemarin dokumen yang  jadi terdakwa,” ujar Juru Bicara
diduga dakwaan Irman dan Sugi-  KPK Febri Diansyah kemarin.
harto beredar secaraviral. Dalam  KPK juga tidak bisa memastikan
dakwaan itu terungkap perandan  dari pihak mana berkas itu bocor.
aliran uang dari proyek e-KTPyang (gun/tyo/bay/ c9/ang) '




